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KEPUTUSAN 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 194 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERSETUJUAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP HASIL EVALUASI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan 
Peraturan Gubernur 	Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b. bahwa Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam 
pembahasannya telah menyesuaikan dengan hasil evaluasi 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan 
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
Anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4-
4240 Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023; 

c. bahwa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 
dalam lampiran Evaluasi Rancangan APBD Provinsi huruf a, 
ketentuan umum angka (12) menyatakan penyempurnaan 
hasil Evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD 
bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan angka 
(13) menyatakan hasil penyempurnaan ditetapkan dengan 
keputusan Pimpinan DPRD ; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Persetujuan 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta terhadap Hasil Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun Anggaran 2023. 

Mengingat 	: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan 

• Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang • Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4744); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah,• (Lembaran Negara 	Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

• Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi • Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205); 

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta; 

Memperhatikan :1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
900.1.1.4-4240 Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023; 

2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama 
TAPD/Eksekutif tanggal 2 November 2023; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TENTANG PERSETUJUAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
JAKARTA TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN •PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

KESATU 	: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta menyetujui Hasil Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
Anggaran 2023. 
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KEDUA 	: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini untuk dijadikan salah satu 
dasar Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023. 

KETIGA 	: Mempercayakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KEDUA, kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

KEEMPAT 	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 November 2023 

P PINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
ROVINSI D.4ERAH K 	 TA JAKARTA 

Tembusan : 
1. Pj. Gubernur DKI Jakarta 
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta 
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta 
4. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta 
5. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta 
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
9. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta 
10. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta 
11. Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta 
12. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta 
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 
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